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CERMINAN POLITIK HUKUM DALAM
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
(PROLEGNAS):

EVALUASI DAN PROYEKSI

Oleh : Winardi

Dosen Civie Hukum pada STKIP PGRI Jombang,
Mahasiswa Program Doktor llmu Hukum Universitas Brawijaya
Malang

Abstract

The National Legislation Program is a portrait of the
content or substance of the politic of the national law in-
tended to reach the purpose of the nation in a certain pe-
riod of time, wither in. moking new laws or replacing the
old ones. In reality, in the level of the macro policy, the
National Legislation Program possesses some weaknesses
caused by the unclear national political laws, although it is
the political laws that direct the National Legislation Pro-
gram.

Kata-kata Kunci : Politik Hukum, Legislasi Nasional

A. Pendahuluan

Peraturan Perundang-undangan sebagai bentuk formil dan
tertulis dari hukum semakin memegang peranan penting
dalam kehidupan negara-negara modern sekarang ini, baik
sebagai sarana untuk mengadakan perubahan-perubahan di
dalam masyarakat. Perubahan dalam dan oleh hukum banyak
disalurkan melalui peraturan perundang-undangan yang salah
satu cirl pada hukum modern adalah sifatnya vang tertulis.
Nampaknya hal itu juga dianut dalam politik hukum di negara
Indonesia, di mana pembangunan hukum nasional Indone-
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sia, akan dilakukan melaluj pembentukan peraturan
perundang-undangan.'

Penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai
sarana perubahan sosial-ekonomi masyarakat Sangat terasa
pada zaman pemerintahan Orde Baru, Mochtar Kusumaatmadja
yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan
kemudian menjadi Menteri Luar Negeri yang mengetengahkan
konsep Roscoe Pound tentang perlunya memfungsikan law as
a tool of social engineering.* Mochtar berargumentasi bahwa
pendayagunaan hukum sebagai sarana untuk merekayasa
masyarakat menurut skenario kebijakan pemerintal
(eksekutuif) amatlah diperlukan oleh negara-negara yang
sedang berkembang, Jauh melebihi kebutuhan vang dirasakan
negara-negara industri maju yang telah mapan. Negara-
negara maju memiliki mekanisme hukum yang telah berlaku
secara effektif untuk mengakomo-dasi perubahan-perubahan
masyarakatnya, sedangkan negara-negara tengah berkembang
tidaklah seperti di negara maju. Padahal harapan dan keinginan
masyarakat di negara berkembang akan terwujudnya
perubahan-perubahan vang membawa perbaikan taraf hidup
sangatlah besar. Melebihi harapan-harapan yvang diserukan
oleh masyarakat-masyarakat di negara-negara yang telah
maju.?

' Disamping hukum vang diproduksi oleh  institusi Negara SEHTT
peraturan  perundang-undangan, dan yurisprudensi, dalam masvaraka
berkembang berbagal aneks hukum |ain seperti hukum sdat, dokirin
doktrin  hukum  vang dikembangkan pars akademisi dan  hukum ¥ang
berkembang  dulam produk dunis  usahu ving dapat disebut denpan
hukum.  praktek, Untuk pemahaman yang lebih  mendalum  tentung
persoalan jni sclanjutnya lihat A, Mubthie Fadjar, 1996, Beberapa
Masalah Pembangunan Hukum dan Hukum Pembangunan, Maling
Penerbit Fakaltas Hukum Universitas Brawifayva, hlm. 48-409: Jiml
Asshiddigie, 2005, HTN  dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Konsiitusi
Press, hlm. 3-4; Bagir Manan, 1995. Pertumbuhan dan Perkembangan
Konstitusi Suatu Negara, Bandung: Mandar Maju, hlm. 17

* Baca Soetandvo Wignyasoehroto, 1095, Dari Hukuwm Kolonial Ke Hukum
Nasional, Dinamika Sasial Politik Dalam Perkembangan Hukum i
Indonesio, Jakarta: Rajawali Pers, him, am

' Mochiar Kesymastmadja, zoob. Konsep-Konsep Hukum  Dalam
Pembangunan, Bandung: Pusai Studi Wawasan Nusantarn, Mukum din
Pembangunan bekerjasama dengan  penerbit Alumni, him g, Apa
vang  diunjurkan Mochtay  adalsb dalym riving ki JUET R i
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Agak berbeda dengan zaman berkuasanya Orde B
dimana pembentukan produk hukum berupa undang unching
didominasi oleh lembaga eksekutif, maka pasca tumbangnya
Orde Baru yang kemudian diikuti dengan perubahan konstitusi
telah menempatkan lembaga legislatif sebagai pembentuk
undang undang.

Salah satu prestasi yang dinggap cukup monumental dalam
perubahan pertama UUD 1945 adalah mencabut kekuasaan
untuk membuat undang undang dari tangan presiden, dan
memberikannya kepada DPR. Bagir Manan berpendapat bahwa
amandemen ini mengukuhkan ehecks wnd balanees yang lebih
jelas antara presiden sebagai lembaga eksckutif dan DPR sehagai
lembaga legislatif.* Amandemen ini juga mengatasi situasi Viang
tidak memuaskan vang ada sebelumnya, dimuna presiden
memiliki kewenangan lebih kuat untuk membuat undang
undang.”

Program legislasi Nasional (Prolegnas) merupakan tahapan
paling awal dari proses dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan® ydkni pada tahap perencannuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 aval (1) Undang Undang

pembingunag,  namion harus diuBuai penpgumaan hubum  sehagad sarana
perubihan masvarakat tidak selaly” membawa dampak vanp  positil D

massarokat vang  bersanghutan.  Hal dnf aliselabban karens  hakam
bukanlah s<ehiab institusi sang beradn dabom “euane hampi” scehinggi
sefalu  netral,. Hokum  ddak sterl dari saldetem kemasyarakatan

latntva, Polilik kerapkali - melalokon  interens)  stas piemlsiitan dan
peleksunain kukum  sehingga hukum tidih selahy menjamin kepastian

Wukum,  penegak hakebak masvorskat atiu penjwmin - Kewdilan.
Membuatan dan pelaksansin hakem sangal dipengaruhi olel bonfigurasi
pilitik;  konfigurasi  politik varg  demokrotis ahan mulahiirkan  hulum

vang  resporst sementurs kenfigurast palithk vang  soriter  akan
melehithon produk hokum yang refresif, Svlonjuema  Libat M. Mahfudl
MU toa8, Politik Hukum i Indonesia, Jakara: LPaES

Mengenai lembaga  pembentok UV o sendini.  sebelum disdaban
peribdban pertama U 1995, ketentugn  Pasal oavat (1) CUD 1gas
menvatakon: “Presiden memogang kekeasaon membent ik ey wmedimg
ifengun persehafuen Deison Perwakilan Roakyut” . sedangkan ketentuan Pasal
A aiyval 11} setelah smademen berbunyi | ewan Merwaklan Rutkyinn
Hicimeggang Rekugsaun  menthentuk wmdangy nwndamg

Bagir Manan, 2003, BPE, DPD dan MPR dalam 10D rugs Rarw.
Yopvakartsl FHO UL Prets, hlin, so-m9.

Previn Dudravana, poo?, Amandemes LD 1045 ¢ Antara Mitos dan
Pasair b maghareinnm, amileng: Mivan, him 471
Purmal Kaging, 1 by AN e
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Momor 1o Tohun 2004 tentang Pembentukan Peraturin
Perundang-undangan (UUP2). Tulisan dalam makalah ini
bernsaha memaparkan hakekat dan tujuan Prolegnas sekaligus
menjeliskin evaluasi terhadap Prolegnas dan kinerja legislusi
DER, dan pada bagian akhir menawarkan beberapa solusi
alternatit dalam rangka pengembangan legislasi ke depan.

B. Prolegnas: Hakekat, Tujuan dan Catatan Evaluasi

Dengan terbitnya Undang Undang Nomor 10 tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(UUP3) vang disetujui dalam Rapat Paripurna DPR tanggal
24 Mei 2004 maka mekanisme pembentukan peraturan
perundang-undangan telah terintegrasi dalam sato undang-
nidang. Pasal 1 angka 1 UUPg disehutkan bahwa proses atau
mekanisme pembentukan undang-undang terbagi dalam
beberapa tahapan, yakni perencanaan, persiapan, teknik
penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan,
pengundangan dan penvebarluasan.

Perencanaan adalah proses dimana DPR dan Pemerintah
menyusun rencana dan skala prioritas undang undoang vang
dibuat oleh DPR dalam suatu jangka waktu tertentu. Proses
mi diwadahi oleh suatu program yang disebut dengan Prolegnas.
Prolegnas merupakan instrumen perencanaan program
pembentulan undang-undang vang disusun secara berencana,

Dalary legislasl disluerah jogs dikens) idanvi Program  Legislasi Daerah
(rodegdal. dan DPRD odelab pembentuk Perda serta diberlakukannys
dstem demokrasi dan demokratisosi dilam proses legishest dan regulasi di
doerah,  Semwa  Peroturan  Doerah vang  dikeluarkan oleh  pemerintal
Propinsi, kahupaten dan Koto tidak logh hares disabkan oleh pemerintab
sl melilui Departemen Dalam Negerl R Begity DPRD mnsetufui sehiuh
rancangan Peratusm Daerah (PERDAT  dan Gubernur/Bupati/Wallkota
mengesabkannys moks  desgan csendirineg  menjadi PERDA,  tidak  Lagl
menungiy pengesihan dar Pusat Selunjulpva, berkaiton dengan legislisi
iti dacroh, ketentuan dolam UU Noo 32 tehun 2oog fentang Pemerintah
Iarral hl'r'l..lf;.n 11|'r|H_ur| kbt i ;];r11||1-| UL Mo, 22 tahun 1990 1..1_-|-_|_-||_-‘i_|-|-|:|rh|
tisehutkan  dalam  Pasal w96 bahwa Pergluran dacrsh berlabo setelsl
memdapat  persetujuan bersama sntara DFRD dengan Kepata dacrab dan
dinndungkan dalom lembaran doersh. Selanjutnva Libst Sirsjuddin Ekk
207, Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam
Pembentvkan Peraturan Perundang-undangan, Malang herjussng
MOW  dengan Yappikn Jakaria

Lon Turnal Remsgl. | 0 v e i
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ferpsahi el sistemuatis.” Progrom Legislasi Nasional (Prolegnas)
sovita sempit dapat diartikan sebagai penyvasunan suatu dafiag
e perundang-undangan atan daftar judul RUU vang welab
disepakati (oleh semua unsur terkait). Daftar uratan itu dibuat
berdasarkan urgensi dan prioritas pembentukannya oleh DPR/
Pemerintah. Dalam arti luas, Prolegnas tentu tidak sekedar
berhubungan dengan pembentukan hukum, melainkan juga
mencakup program pembinaan hukum (termasuk tidak
tertulis), pengembangan yurisprudensi, pembinaan program
perjanjian (termasuk ratifikasi konvensi internasional),

Hasil penyusunan prolegnas di lingkungan DPR dan
pemerintah dibahas bersama antara DPR dan pemerintah yang
pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPR melalui badan legislasi,
Badan legislasi dalam mengkoordinasikan penyusunan prolegnas
di lingkungan DPR dapat meminta atau memperoleh baban dan/
atau masukan dari DPD dan/atau masyarakat.” Ada tiga lembaga
vang memiliki otoritas untuk melakukan perancangan sekaligus
mengusulkan rancangan undang undang, yakni Presiden, DPR
dan DPD. Mekanisme perancangan dan pengusulan yang
herlangsung di tiga lembaga negara tersebut.

¥

Materi penyusunan P;f}]egnns pada dasamya juga didasarkan
pada Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPIPN dapat
menjadi panduan untuk menentukan arah pembangunan selama
jangka waktu yvang panjang, vaitu selama 20 tahun."

Dalam RPIPN Tahun 2005-2025 masing-masing kondisi
uimum dan tantangan yang dihadapi, diformulasikan dalam
tujuan untuk mewujudkan kondisi terbaik yang ingin dica pai.
Tujuan tersebut memuat beberapa sasaran pokok dalam 20
tahun mendatang, yaitu berjumlah 8 item :

a. berhaitan dengan terwujudnys masvarakat yang berakhlak mulia,
bermoral, beretika dan berbudaya, dan beradab; b. Bangsa yang

foPasal 0oangka 0 Perpres Ne, 61 tahun 2oes lentang Tots Cara
Fenyusunan dan Peogelolasn Program Legislasi Nasional

* thid, Pasal 8

' Indomesio dianggap kehitangan arab dalim menjalankan berbagal pro-
gram pembangunan setelah model GBHN tidak lagl dikenal st bigaimans
diprakickkon sebelumuya, schingga RPIPN dan Program keria Presiden
terpllily dapat dikatakun sebagai “GBHN Bary®

Turnal Konsiliml, ¢ .« [ o § e N0 101
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berdaya saing untuk mencapal masyarakat yang el makour don
sejahtera, e, Masvarakat yang demokeatis berlanduskan hukum dun
berkeadilan, d. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruly rakyat
serta terjaganys keutuhan wilayah NKRI dan kedaulatan negara dani
ancaman baik dan dalam negerl mavpun luar neger; e, Terwujudnya
pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, f. Terwujudnya
Indonesia yang Asri dan Lestari, g. Terwnjudnya Indonesia sebagai
negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan
kepentingan nasional, serta h. Terwujudnyva peranan Indonesia yarng
meningkat dalam pergaulan internasional,

Program pembangunan hukum perlu menjadi prioritas
utama karena perubahan UUD memiliki implikasi yang luas dan
mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang perlu
diikuti dengan perubahan-perubahan di bidang hukum. Di
samping itu, arus globalisasi yvang berjalan pesat yang ditjany
oleh perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola
hubungan antars negara dan warga negara dengan
pemerintahnya. Perubahan tersebut menuntut pula adanya
penataaan sistem hukum dan kerangka hukum vang
melandasinya, Dalam kerangka itulah maka Prolegnas diperlukan
untik menata sistem hukom nasional secara menyeluruh dan
terpadu yang senantiasa berlandaskan konstitusi.

Dengan demikian, Prolegnas adalah potret isi atan
substansi politik hukum nasional untuk mencapai tujuan
negara dalam kurun waktu tertentu, baik dalam membuat
hukum bare maupun mengganti hukum lama. Namun haros
diingat pula bahwa prolegnas bukan hanva berisi rencana
hukum yang akan dibuat atau diganti, melainkan sekaligus
juga merupakan pedoman atau mekanisme pembuatan
undang undang yang mengikat. Artinyva prosedur dan
mekanisme pembuatan hukum haruslah melalui Prolegnas
Namun demikian Prolegnas bukanlah “harga mati”, dalam
arti pada keadaan-keadaan tertentu,” RUU tertentu dapa

“Keadaan  tertenty vang  dimaksud adalah ¢ (1) jika Presiden
menerbitkan  Perpu: (2} pengujion UU oleh ME dun (30 adan
perjunjion interposional Attord Indosesia dengan negara ladn San
hurus diratifikasi dengan UU, Lihat M. Mahfud MD, 2007, Perdeboaton
HTN Pasca Amoandemen Konstitusi, Jakartar LPAES, Wl g6
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disisipkan dalam Prolegnas v i
vang sudah ada berdasark;
kesepakatan DPR dan Presiden. . ek

Dalam masa keanggotaan DPR 2004-2009 dit
Prolegnas 'tahun 2005-2009 dan dari Prt?legnag zucfﬁt?:::;
tersebut d:tentuka.u prioritas RUU tahun 2005 sebanyak 55
RUU. Sedangkan sisanya (229 RUU) menjadi prioritas tahun
mu&-zm_:-g. Mengacu kepada Prolegnas 2005-2009, berarti
untuk setiap tahun DPR dan Pemerintah harus memb:’Lhas dan
menyelesaikan paling tidak 57-58 RUU per tahun.

Tebel 1: Porsentase RUU dlm Prol
' : €ENas 2004-20
t dari karakter kebaruannya -

N % dari [
o Sifat RUU Jumlth Iah Totay| KEterangan
1. | RUU barn 170 59,85
2. [ RUUO T 31 E-l; |
' Termasuk
perubaha‘nf penggantian
pengganti " UL warisan
=] kolonial
[3: | RUU ratifikasi * | 24 8,45 — j
Tabel 2: Porsentase RUU dalam Prolegnas 20 04-2009
dilihat dari Bidang Pengaturan
No. i % dari
0 Bidang Jumlah - 'h‘]T otal Keterangan
1. | Politik Hukum, &| 159 549,08
i Keamanan .
2. | Perekonomian 78 27.46
3. | Kesejahteraan 42 14,78
rakyat
4. | Lain-lain 5 1,76
. ' Misal: RITU taty
Penvusunan APEN,
RUL BJPN, RUU
Bendera hahasa dan
negara,
A - dan lagu kebangsian

Jovad Romimg, | . 0 ! My Yl 103
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari jenis RUU ying
diprogramkan dalam Prolegnas, terdapat 170 p{-mhcntukur?
undang undang baru. Hal tersebut dapat dipahami sebagai
konsekuensi dari perubahan konstitusi maupun untuk
memenuhi tuntutan pembaruan hukum sesuai dengan
dinamika masyarakat. Yang cukup menarik adalah cukup
tingginya porsentase RUU perubahan/pengganti UU yang
berlaku sekarang vaitu sebanyak go UU.

Di dalam kategori ini, selain RUU untuk mengganti UU
peninggalan kolonial juga termasuk untuk mengubah UU yang
relatif baru karena dibentuk pada awal reformasi yaitu antara
tahun 1999 sampai 2004, sebanyak 36 UU, jumlah RUU
ratifikasi sendiri hanya 24 dari keseluruhan Prolegnas, karena
ratifikasi memang dilakukan secara selektif,

Jumlah UU bidang politik, hukum dan keamﬂnaq
menempati urutan teratas yaitu sebanyak 159, hal ini dipahami
sebagai konsekuensi perubahan mendasar bidang politik, hukum
dan keamanan pasca perubahan kontitusi dan dalam rangka
memantapkan dasar hukum untuk penataan demokrasi,
penegakan hukum dan perlindungan HAM serta reposisi peran
TNI dan Polri. Di bidang ekonomi jumlah RUU yang
diprogramkan dalam Prolegnas sebanyak 78 untuk mendpkung
upaya pemulihan perekonomian nasional dibidang
kesejahteraan rakyat, RUU yang diprogramkan sebanvak 42
yang diharapkan menjadi dasar hukum untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat termasuk menjamin hak-hak kelompok
masyarakat marjinal.

Dalam implementasi program legislasi pada tahun 2005,
ternyata jumlah UU yang dihasilkan DPR pada tahun 2005
hanya 14 (empat belas), dari 55 RUU vang direncanakan. Studi
vang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHE)
tentang kinerja legislasi DPR pada 2005 disimpulkan bahwa
hasil kerja DPR adalah legislasi tanpa peta kebijakan. Lebih jauh
studi tersebut mengatakan bahwa:

* ~sulit untuk menjelaskan peta kebijalan di DPR, karéna respon palitik

DFR lebih banyak diarahkan oleh kepentingan palitik atas permerintal

Pola legislasi yang dihasilkan pun sama sekali tidak felas. Sabu-satimin
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aanig bisa terfihat adolah Rarakier legislasinga yang cefderng
g uatkan kebjjakan pemeringah.™

Ketiadaan arah adalah suatu hal yang niscaya kalau dirujuk
pada proses penyusunan Prolegnas. Prolegnas hanya
sekumpulan daftar undang undang yang dikontribusikan oleh
beberapa pihak diantaranya adalah DPR, departemen teknis dan
kelompok-kelompok masyarakat. Betul bahwa pemerintah dan
DPR dalam menyusun Prolegnas menyusun visi, misi, arah
kebijakan dan skala prioritas.® Akan tetapi dalam
operasionalisasinya, setiap tahun pemerintah dan DPR
menetapkan 50 — 60 RUU sebagai prioritas, suatu hal yang
sangat mustahil dicapai dan terbukti tidak pernah tercapai sejak
tahun 2001.

Banyaknya jumlah RUU yang menjadi prioritas DPR dan
pemerintah berkorelasi dengan sistem penganggaran. Pada tiap
tahunnya terlihat, bahwa setiap departemen seolah-olah
mendapatkan “jatah” untuk penyusunan RUU, walaupun RUU
tersebut belum tentu menjadi kebutuhan mendesak saat ity,
Terkait dengan persoalah ini Tim PSHK menyatakan :

“.sebenarnya Prolegnas tidak tepat menjadi instrumen Berencanaan
yang mempertimbangkan sumber daya vang dimiliki pemerintah dan
DPR. Justru dengan sistem Prolegnas sekarang, sumber duya dan
sumber dana tidak menjadi pertimbangan sama sekali, hahkan terjadi
pemborosan anggaran yang luar biasa, karena RUL yang tidak selesaf
atau belum dibahas tetap mendapatkan Jatah untuk dianggarkan lagi
pada tafun bertkutnga. ™

"Rival Gulam Ahmad dkk, 2006, Catatan PSHEK tentang Kinerja
Legislasi DPR 2oos. Jakarta: PSHE den Konrad Adennur Stiftung,
him. 55

“ Prolegnas 2oog-2009 terdiri bagian-bagian Sebagai  berikut: 1)
pendahuluan, 2} Program Pembentukan UU, 3} maksud dan tujuan,
4) kondisi obyektif, 3) visi dan misi, &) arah kebijakan , 7) skala
prioritas dan B) penutup

* Ariu Suyudi dkk, 2008, Studi Tara Kelola Proszes Legislasi, Jakarta:
PSHE dan USAID-Democratic Reform Support Program, hlm. 167; Lihat
juga Sebastian Salang, 2006, “Parlemen : Antura Kepentingun  Politik
Vi Akpirasi Rakvwt” Tulisan artikel dalam Jurnal Kaonstitusi, Yolume 7,
Womuor 4, Desember 2006, hilm. Qi b
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sementara Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim KHN
pada tahun 2002 menyatakan bahwa penyusunian Prolegnas
masih dalam taraf mencatat daftar keinginan, bukan daftar
kebutuhan, karena daftar undang-undang yang dituangkan
melalui Propenas tersebut terbukti belum mampu secara opti-
mal mengakomodasi kebutuhan rill masyarakat (para
stakohelders). Proses pembentukan, perubahan (revisi), dan
pencabutan suatu undang-undang dalam kenyataan belum
memberikan akses yang seimbang kepada setiap stakeholder
dalam menyuarakan kepentingannya. Di samping itu,
Mekanisme penyusunan sampai dengan tahap pengesahan
suatu undang-undang, baik menurut Peraturan Tatib DPR tidak
menjamin pemberian akses yang memadai bagi masvarakat
{stakehalders) dalam rangka menyampaikan aspirasi merekn
Penielitian hukum sebagai kunci untuk menyerap aspirasi dan
memahami hukum yang hidup di masyarakat (living law)
belum diorganisasi secara bailk. sehingga tidak banyvak memberi
kontribusi bagi penyusunan Prolegnas dan perumusan suatu
substansi undang-undang,'s

Terkait dengan kelemahan Prolegnas Tim Peneliti KHN
menyatakan Demikian:

“Ada banyak Kelemahan yang terkait dengan Prolegnas: Dalam
tataran kebijakan makro, kelemahan ini karena ketidakjelasan
politik hukum nasional, Padahal, pelitik hukum inilah vang
member ar'ni"m'n. ke arah mana Prolegnas harus digulitkan. Politik
hitkum vang jelas akan menjamin pula seberapa besar akses para
stakebolders untuk terlibat dalam proses penyusunan Pralegnias
Politik hukum yang jelas akan pula mampy menyeimbangkan
kebutuban sektor-sektor pemba-ngunan, serta desakan kebutubhan
domestik, regional, dan internasional. Kelemahan lain terdapat
pada tatnran struktual. DPR dan Pemerintah sebagal dua lembaga
legislatif, masih menggunakan pols pendekatan vang berbeda, D)
satu sisi, landasan nermatif vang digunakan masih belum sama,
tetapi di sisi lain “arogansi sektoral™ (haca: kepentingan sepihak )
pada masing--masing institusi juga sangat mendominasi” ™

" Tim KHN, 2o002. Program Legizlasi Nasional, Jakarta: KHN
i ﬂlid
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C. Membangun Legislasi dengan Paradigma Hukum
Progresif: Sebuah Proyeksi Ke depan

Dari sudut perspektif sejarah sebagai hasil dari proses politik
yang terjadi dalam masyarakat, bisa dilihat dua model strategi
pembangunan hukum, yaitu strategi pembangunan hukum
ortodok dan strategi pembangunan hukum responsif. Strategi
pembangunan hukum ortodok menurut A, H. G. Nusantara”
bercirikan adanya peranan mutlak dari lembaga-lembaga
negara (pemerintah dan parlemen) dalam menentukan arah
perkembangan hukum dalam masyarakat. Hukum yang
dihasilkan oleh strategi ini menjadi bersifat positifis
instrumentalis. Hukum menjadi instrumen yang ampuh bagi
pelaksanaan ideologi dan program dari negara. Tradisi hukum
kontinental dan tradisi hukum sosialis dapat dikategorikan dalam
strategi pembangunan hukum ortodok,

Sementara strategi pembangunan hukum vang responsif
mencirikan adanya peranan yang besar dari lembaga peradilan
dan partisipasi yang luas dari kelompok sosial atau individu
dalam masyarakat untuk menentukan arah perkembangan
hukum. Adanya tekanan *partisipasi luas dari masyarakat dan
kedudukannya yang relatif bebas, memungkinkan lembaga
peradilan melihat perspektif kedepan, khususnya dalam
menghadapi berbagai konflik vang timbul vang diajukan
kehadapannya. Keadaan vang demikian kemudian
menghasilkan produk hukum yang respensif terhadap tuntutan
berbagai kelompok sosial atau individu dalam masyarakat.
Tradisi hukum common law termasuk dalam strategi yang kedua
ini.

Dalam kaitan ini, Nonet dan Selznick:* mengetengahkan
suatu teori mengenai tiga keadaan dasar hukum dalam

7 Abdul Hakim G Nusantara, 1986, “Kebijaksonasn  dan Slrategi
Pembangunan Hukum [V |ndonesis i Bebuzh Tinjagan Kritis Polisik
Pembinaan Hukum Nasional® dalam Artidio Alkostar dan M. Shulek Amin
(Ed,) Pembangunan Hukum Dalum Perspektif Politik  Hukum
Nasional, Jakarta: Diterbitkan bekerjasams LBH Yogvakarts  dengan
Rajawnli Pers, him. 155-156

* Philippe Nonet, dan Philiph Selznick.1978, Law And Society in Tran-
sition : Toward Responsive Law, New York: Harper and Row Publish-
ers, hlm. 15
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masyarakat, yvaitu : (1) Hukum represif, yaitu hukum vang
merupakan alat kekuasaan refresif; (2) Hukum otonom, vaitu
hukum sebagai pranata yang mampu menjinakkan refresi dan
melindungi integritasnya sendiri; dan (3) Hukum responsif, yaitu
hukum vang merupakan sarana respon atas kebutuhan-
kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Beranjak dari yang dikemukakan Nonet dan Selznick, pada
dasarnya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan
berlangsung dalam struktur sesial tertentu dan demikian
merupakan bagian dari proses sosial yang lebih besar. Berangkat
dari perspektif vang demikian itu, maka penyusunan sebuah
peraturan perundang-undangan tidak secara otomatis berjalan
lancar, manakala struktur sosial dimana pembuatan itu
berlangsung tidak demokratis. Dengan kata lain sangat
tergantung dari kondisi masyarakat.

Untuk menjaga netralitas suatu hukum, Satjipto Rahardjo®
mengusulkan perlu adanya ‘transparansi’ dan ‘partisipasi’ (lebih
besar) dalam pembuatan hukum. Kedua hal ini kemudian dapat
diangkat sebagai asas dalam pembuatan hukum untuk
kemudian dilakukan eélaborasi lebih lanjut kedalam prosedur dan
mekanismenya.

Di Belanda dalam proses pembentukan hukum dan
kebijakan publik ada institusi-institusi vang memberi
kesempatan untuk mengerti tindakan-tindakan pemerintah
secara kritis dan melakukan protes untuk menentangnya jika
diangap perlu. Institusi-institusi tersebut adalah ‘openbaarheid’
(Publicity) dan ‘Inspraak’. Institusi-institusi ini dihormati di
Belanda sebagai sebuah tahap dalam pengembangan
demokratisasi politik. Demokratisasi berarti bahwa lebih banyak
kelompok-kelompok yang dilibatkan dalam pembentukan
kebijakan-kebijakan atau bahwa mereka akan terlibat secara
lebih intensif. Publicity berarti bahwa pemerintah memberi

* Rahardjo, Satjipto. 1998, “Mencari Model Ideal Penyusunan UU Yang
Demokratis (Kajian Sosiologis)® Makalah disempaikan dalam Semi-
nar Nasional Mencari Model Ideal Penyusunan UU yang Demokratis
d'u:ﬂlmu’g;n Asosinsi Sosiologi Hukum Indomesia, Semarang 15-16
Ap 19g8,
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informasi tentang tindakan-tindakan kepada warga negara
helrl-;cpcntingam Inspraak berarti bahwa warga negara memberi
informasi kepada pemerintah mengenai harapan-harapannya.
Publicity dan Inspraak adalah dua sisi dari sebuah sistem
komunikasi antara pemerintah dan warga negara, dimana
informasi bersifat dua arah (two way traffic comunication).

Dalam kaitan ini menjadi sangat penting untuk
dikemukakan delapan azas atau Principle of Legality yang
disebutkan oleh Lon L. Fuller, vaitu : (1) Suatu sistem hukum
harus mengandung peraturan-peraturan. Yang dimaksud disini
adalah, bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-
keputusan bersifat ad hoe; (2) Peraturan-peraturan yang telah
dibuat itu harus diumumkan; (3) Tidak boleh ada peraturan
yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak
ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadji
pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan berlaku surut
berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk
berlaku bagi waktu yang akan datang; (4) Peraturan-peraturan
harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti; (5) Suatu
sistem tidak boleh mefigandung peraturan-peraturan yang
bertentangan satu sama lain; (6) Peraturan-peraturan tidak
boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa vang dapat
dilakukan; (7) Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering merubah-
rubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan
kehilangan orientasi; (8) Harus ada kecocokan antara peraturan
vang diundangkan dengan pelaksanaanya.”

Selanjutnya dilihat dari optik Pancasila jelas bahwa bagi
bangsa Indonesia, hukum pada hakekatnya berfungsi sebagai
alat yang akan menghantarkan bangsa Indonesia menuju
masyarakat adil dan makmur vang Berketuhanan Yang Maha
Esa; Berpri-kemanusiaan Yang Adil da Beradab, dalam wadah
Persatuan Indonesia, dengan pemerintahan yang didasari nilai
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan; serta mewujudkan Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“ Sebagaimina dikutip dalam Satjipto Rahordjo, 1086, Hmu Hukum,
Bandung: Alumni, hlm, gi1-g9z
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Citra fungsi hukum vang demikian sesuai dengan
paradigma hukum progresif yang dikemukakan olel Satjipto
Rahardjo bahwa, “hukum adalah untuk manusia dan bukan
sebaliknya,..dan hukum itu tidak ada wuntuk dirinya sendiri,
melainkan sesuatu yang lebih luas, yaitu,...untuk harga diri
manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan
manusia.’

Dalam konteks program legislasi pada masa yang akan
datang, maka perlu memperhatikan apa yang dikemukakan oleh
Roscoe Pound yang menyarankan bahwa dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan untuk dilakukan studi
sosiologis, Saran Pound diajukan ketika pembentukan peraturan
vang terlalu menekankan pada metode perbandingan yang
dianggap sebagai sudah cukup ilmiah. Pound mengatakan
“....But Is not enough to compare the law themselves. It is more
important to study their social operation and effect which the
they produce, if any, then put in action...."= Ahli yang lain, D.
Anjaou dengan menjelaskan kaitan erat antara pembuatan
undang-undang dan habitat sosialnya. Orang tidak membuat
undang undang dengan cara duduk dalam suatu ruangan dan
kemudian memikirkan undang-undang apa yang akan dibuat.
Menurut D'Anjaou ia merupakan proses panjang yang dimulai
jauh dari dalam realitas kehidupan masyarakat. Terjadi suatu
long march sejak dari kebutuhan dan keinginan perorangan,
kemudian menjadi keinginan golongan, selanjutnya ditangkap
oleh kekuatan-kekuatan politik, diteruskan oleh problem vang
harus ditangani oleh pemerintah dan baru pada akhirnya harus
masuk menjadi agenda pembuatan peraturan.®

Pada tataran lebih kongkrit Tim peneliti KHN menyatakan
demikian:

“Dasar penetapan untuk membentuk, merevisi, and mencabut

suatu undang-undang dijadikan sebagai bagian penting penelitian

vang dimasukan ke dalam naskah akademik yang mendampingi

" Satjipto Rahardjo, 2005. "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan™,
Edisi Perdana Majalsh HMukum Progresif PDIH Undip, him. 4

* Dalam Satjipto Rahardjo, 2006, Hukum Dalam Jagat Ketertiban,
Jakarta: UKl Press
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pengapuan suatu BULL Selain’ terkait  masalab silltans
penvusunan dan perumusan suitn undang-undang jugs havi
memperhatikan aspek teknis. Disini berperan para tenag
perancang undang-undang (legal drafters), Kuantitas dan kualitz
tenaga perancang di Indonesia saat ini masih sangat kurang. Disi
lain, standar kualitas perancang inipun harus ditetapkan puls
Untuk keperluan standarisasi tersebut, perlu ada sertifikasi khusu
yang diberikan oleh asosiasi tenaga peraneang undang-undang,

Penyusunan Prolegnas dan perumusan suatu undang-undang waji
ditunjang oleh hasil penelitian hukum yang sunggul-sunggul
komprehensif dan mendalam, baik dari sudut substansi At
metodaloginya. Hasil penelitian ini merupakan salah satu dasga
untuk penyusunan naskah akademik, dan keberadaan naskal
akademik ini dinvatakan sebagai persyarat wajib {bukan sekeda
anjuran] untuk pembuatan sebuah undang-undang. ™

D. Penutup

Prolegnas merupakan salah satu bagian dari Propenas,
vang disusun setahug setelah selesai Prapenas. Prolegnas
memuat semua legislasisdalam jangka waktu lima tahun
Pembagian yang ada dalam Prolegnas dilakukan secara sektoral,
yaitu bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, agama,
pendidikan, pembangunan daerah, sumber daya alam dan
pertahanan keamanan. Di dalamnya dimuat 120 butir legislasi
sepanjang tahun 2001-2004. Butir-butir tersebut pada
prakteknya bisa jadi diturunkan dalam beberapa undang-
undang, sehingga kurang lebih ada sekitar 200 undang-undang
yang rencananya diselesaikan DPR dan pemerintah dalam
kurun waktu tiga tahun sejak 200: sampai 2004,

Pada tahun 2005 setelah terpilihnya anggota DPR periode
2004-2009, Prolegnas kembali disusun. Perbedaan utama
antara Prolegnas 2001dan Prolegnas 2005 adalah dalam
penyusunannya dan bentuk produk hukumnya. Jika Prolegnas
2001 dibuat dengan mengacu pada Propenas, maka Prolegnas
2005 dibuat sebelum undang undang tentang Rencana

™ Tim KHN, Op. Cit
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Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) selesai dibuat.
sehingga tidak terlalu jelas bagaimana mengaitkan Prolegnas
dengan RPJM yang diinisiasi oleh Bappenas. Hal lain adalih
dalam bentuk Produk hukum Prolegnas, jika pada 2001
Prolegnas merupakan lampiran dari UU No. 25 Tahun 2000
tentang Propenas, maka pada tahun 2004 bentuknya hanya
dalam Keputusan DPR.

Ke depan perlu dipertimbangkan agar Prolegnas disusun
berdasarkan panduan politik hukum yang jelas dan berdasarkan
kebutuhan masyarakat serta perlu ada koridor waktu vanhg
cukup bagi masyarakat untuk memberikan masukan kepada
DPR dan Pemerintah dalam penyusunan Prolegnas.
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